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WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

WALIKOTA MADIUN,

bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk
melindungi kepentingan masyarakat melalui
penyelenggaraan perizinan peternakan dan kesehatan
hewan dengan mengamankan dan menjamin
pemanfaatan dan  pelestarian hewan  untuk
mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta
ketahanan pangan dalam rangka menciptakan

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;

. bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan

kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal
terhadap izin pemasukan dan pengeluaran ternak,
hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit
hewan dan 2zoonosis, penguatan otoritas veteriner,
persyaratan halal bagi produk hewan yang
dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap
pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan

dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang Izin

Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat I Madiun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
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10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5543);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor

64 /Permentan/0T.140/9/2007 tentang Pedoman
Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02/Permentan/0T.140/1/2010 tentang Pedoman
Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2013 Nomor 1/D);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota
Madiun Tahun 2009 Nomor 1/E);
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Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.
Ditetapkandi MADIUN
pada tanggal 15 Oktober 2015
WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkandi MADIUN
pada tanggal 3 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2016
NOMOR 4/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
340-6/2015





